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BUPATI PASAMAN

PERATURAN  BUPATI  PASAMAN

NOMOR      TAHUN 2014
TENTANG

PENGEMBALIAN DAN PENGGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN DANA RETRIBUSI PELAYANAN  UMUM PADA RSUD 
LUBUK SIKAPING DAN PUSKESMAS DALAM 
KABUPATEN PASAMAN 
BUPATI  PASAMAN,
Menimbang
:
a.
bahwa  dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Menteri Kesehatan  No.69 Tahun 2013 tentang Standart Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;



b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf “a” diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasaman tentang Pengembalian dan Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Dana Retribusi Pelayanan umumPada RSUD Lubuk Sikaping dan Puskesmas dalam Kabupaten Pasaman tahun 2014;
Mengingat
:1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan 

Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi 
Sumatera Tengah jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003

      (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82,


      Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

2. 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4353);
3. 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4465) ;
4. 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  tahun 2004 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437)  sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan  Lembaran Negara Nomor 4437);
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063;
7.
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
8.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9.
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS);
10.
Peraturan Presiden No.101 tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (Jamkes);
11.
Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 tahun 2013 tentang Standart Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;

16. 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17.
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

18.
Peraturan Daerah  Kabupaten Pasaman Nomor 9 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Bagi Penduduk Kabupaten Pasaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 18 Tahun 2013;

19.
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman;
20.
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21.
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI PASAMAN TENTANG PENGEMBALIAN DAN PENGGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN DANA RETRIBUSI PELAYANAN UMUM PADA RSUD LUBUK SIKAPING DAN PUSKESMAS DALAM KABUPATEN PASAMAN 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dana kesehatan adalah dana yang berasal dari pelayanan kesehatan yang terdiri dari jasa pelayanan medis, paramedis, non medis dan jasa sarana yang disetorkan ke kas daerah
2. Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS kepada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan yang ditetapkan berdasarkan seleksi dan kredensial yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

3. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasiltas Kesehatan tingkat pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan dan merupakan nilai besaran yang sama bagi seluruh fasiltas kesehatan tingkat pertama yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada peserta Program Jaminan Kesehatan berupa rawat inap tingkat pertama dan pelayanan Kebidanan dan Neonatal.

4. Tarif Indonesian-Case Based Groups yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG,s adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit.
5. Jasa Pelayanan adalah jasa medis, para medis, dan non medis yang diterima oleh pemberi pelayanan kesehatan terhadap pasien baik di RSUD maupun Puskesmas.
6. Pengelolaan penerimaan, pengeluaran dana Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) adalah uang yang dikelola berdasarkan penerimaan dan pengeluaran dana JKN.

7. Pengembalian dan penggunaan jasa pelayanan adalah pengembalian jasa medis, para medis, dan non medis yang telah disetor ke kas daerah kemudian diambil dan digunakan kembali oleh pemberi pelayanan.

8. Biaya sarana dan  prasarana adalah biaya yang disetorkan ke kas daerah setiap bulan oleh pemberi pelayanan kesehatan.

9. Biaya sarana dan prasarana JKN adalah biaya yang disetorkan ke kas daerah setiap bulan oleh pemberi pelayanan kesehatan dan daerah akan menganggarkan setiap tahun anggaran berdasarkan analisa kebutuhan pemberi pelayanan kesehatan dan juga  digunakan untuk biaya tidak langsung oleh Dinas Kesehatan. 
10. Pengembalian dan penggunaan jasa pelayanan adalah pengembalian jasa pelayanan (jasa medis, para medis, dan non medis) yang telah disetor ke kas daerah kemudian diambil dan digunakan kembali oleh pemberi pelayanan.

11. Biaya sarana dan prasarana Pelayanan Kesehatan Kebidanan adalah biaya yang disetorkan ke kas daerah oleh pemberi pelayanan kesehatan.

12. Bahan Habis Pakai (BHP) adalah bahan habis pakai pasien JKN yang besarannya sesuai dengan kebutuhan pasien RSUD Lubuk Sikaping yang disetorkan ke kas daerah pada setiap bulannya.

13. Pelayanan Kesehatan Kebidanan danNeonatal di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah Peserta JKN yang berasal dari Rujukan Puskesmas dan Jajarannya.
14. Puskesmas Pelayanan Obsterik Neonatal Emergensi Dasar (PONED) adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri (kebidanan) bayi baru lahir emergensi dasar.
15. Bidan Praktek Swasta (BPS) adalah Bidan praktek mandiri perorangan

16. Pelayanan Kesehatan Kebidanan dan Neonatal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi Pemeriksaan ANC, Persalinan pervaginam Normal, Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergenci dasar, Pemeriksaan PNC, Pelayanan tindakan paska persalinan (mis.Manual Plasent), Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal, Pelayanan KB (Impant, IUD, dan Suntik ) dan Penanganan komplikasi KB paska persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.

BAB II

BESARAN PERSENTASE PENGGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN 
NASIONAL DAN DANA RETRIBUSI PELAYANAN UMUM
PADA RSUD DAN PUSKESMAS 

Pasal 2

(1) Persentase Jasa Kesehatan yang dananyaberasal dari JKNdan dana Retribusi Pelayanan Umumadalah :

a. Pada RSUD terdiri dari :
1. Peserta BPJS
(a) Jasa sarana

= 40%(empat puluh persen)
(b) Biaya jasa pelayanan(jasa medis,





para medis, dan non medis)

= 60 % (enam puluh persen)
(c) Biaya transportasi rujukan pasien BPJS disesuaikan dengan aturan PKS pelayanan rujukan ambulance bagi peserta BPJS Kesehatan antara RSUD dan BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi Nomor 10/KTR/II-05/0204 dan Nomor 440/188.A/YANMED/RSUD/2014 tangal 24 Februari 2014 disetor 100 % ke Kas Daerah.
2. Peserta Umum

Tarif pelayanan disesuaikan dengan tarif Perda yang berlaku
b. Pada Puskesmas terdiri dari :

1) Jasa Kapitasi (Rawat Jalan)

Tarif Kapitasi di Puskesmas sebesar Rp.3000,- s/d Rp. 6000,-
(a) Biaya Jasa Pelayanan


= 60%(enam puluh persen)
(b) Biaya Jasa Sarana


= 40%(empat puluh persen)

2) Jasa Pelayanan Rawat Inap (Non Kapitasi)

Besaran Paket rawat inap per hari= Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Terdiri Dari :
(a) Jasa Pelayanan 


= 60% (enam puluh persen)

(b) Jasa Sarana


= 40% (empat puluh persen)

3) Dana Pelayanan Kesehatan Kebidanan/Neonatal terdiri dari : 
(a) Jasa Pelayananpertolongan persalinan 
 normal di Bides,BPS
= Rp. 600.000,- (enam ratus 

 dan Puskesmas



      ribu rupiah)
(b) Jasa Tindakan Emergency Dasar
= Rp.750.000,- (tujuh ratus lima

(Puskesmas PONED)


puluh ribu rupiah)

a. Jasa Pelayanan


= 60%(enam puluh persen)

b. Jasa Sarana



= 40%(empat puluh persen)

(c) Jasa Paska Persalinan (manual plasenta)  = Rp.175.000,-(seratus 




                                 tujuh puluh lima riburupiah)
1. Puskesmas PONED:

a.Jasa Pelayanan


= 60%(enam puluh persen)

b.Jasa Sarana


= 40%(empat puluh persen)

2. BPS Jasa Paska Persalinan
(manual Plasenta)


= Rp.175.000,- (seratus tujuh 

                                                               puluh lima ribu rupiah)
(d) Jasa Pra rujukan pada komplikasi

pada paket persalinan


= Rp.125.000,- (seratus dua 
                                                                        puluh lima ribu rupiah)





(e) Jasa Pelayanan ANC(BPS) 

= Rp. 25.000,- (dua puluh lima
                                                                         ribu rupiah)
(f) Jasa Pelayanan PNC(BPS)

= Rp. 25.000,- (dua puluh lima
                                                                   ribu rupiah)          



(g) Jasa Pelayanan KB pada BPS:

· Implant/IUD


 = Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)
· Suntik



 = Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah)
(h) Jasa Pelayanan Komplikasi Paska KB  = Rp.125.000,- (seratus dua


                                                                        puluh lima  ribu rupiah)
4) Biaya transportasi rujukan pasien Jaminan Kesehatan Nasional di  Puskesmas disesuaikan dengan tarif Perda yang berlaku dan disetor 100% ke Kas Daerah.
5) Jasa pelayanan umum pada puskesmas sesuai dengan tarif Perda yang


Berlaku.
(2) Peruntukan penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan (jasa medis, para medis dan non medis)di RSUD ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Lubuk Sikaping dan di Dinas Kesehatan ditetapkan dengan KeputusanKepala Dinas Kesehatan.
BAB III

TATA CARA PENGEMBALIAN DAN PENGGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONALDAN RETRIBUSI UMUMPADA RSUD DAN PUSKESMAS 

Pasal 3

(1) Tata cara pengembalian dan penggunaan dana Jaminan Kesehatan Nasional dan Retribusi Umum :

a. Pada RSUD

1. Jasa Pelayanan Kesehatan yang berasal dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Retribusi Umum di RSUD baik jasa sarana maupun jasa pelayanan (jasa medis, para medis, dan non medis) langsung disetorkan ke kas daerah setelah dana diterima.
2. Jasa pelayanan (jasa medis, para medis, dan non medis) dapat diambil dan digunakan kembali sebesar yang disetorkan ke kas daerah, dengan cara :

a. melampirkan foto copy bukti penyetoran ke kas daerah/surat tanda setoran (STS) yang telah dilegalisir oleh Pejabat DPPKA 
b. mengajukan SPP dan SPM oleh Bendahara pengeluaran RSUD
b. Pada Puskesmas
1. Dana Pelayanan Kesehatanyang berasal dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Retribusi Umum di Puskesmasyang berupa dana Kapitasi dan Non Kapitasi  baik jasa sarana maupun jasa pelayanan langsung disetorkan ke Kas Daerah setelah dana diterima. 
2. Jasa pelayanan (jasa medis, para medis, dan non medis) dari dana kapitasi rawat jalan dan  non kapitasi yang terdiri dari jasa rawat inap, jasa rujukan dan jasa paket persalinan) dapat diambil dan digunakan kembali sebesar yang disetorkan ke kas daerah, dengan cara:
a. melampirkan foto copy bukti penyetoran ke kas daerah/surat tanda setoran (STS) yang telah dilegalisir oleh Pejabat DPPKA
b. mengajukan SPP dan SPM oleh Bendahara pengeluaran Dinkes
(2) Waktu pengembalian dapat dilakukan setiap bulannya setelah dilakukan penyetoran.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

Pembinaan dan pengawasan dalam`pelaksanaan peraturan ini  dilakukan oleh Tim Pengendali yang ditetapkan dengan Keputusan KepalaDaerah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Dengan ditetapkan Peraturan ini maka Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2012tentang Pengembalian Dana Penggunaan Dana Jamkesmas,Jaminan Persalinan, dan Asuransi Kesehatan Lain Pada RSUD Lubuk Sikaping dan Puskesmas dalam Kabupaten Pasaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VI
PENUTUP

Pasal 6
(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh kepala daerah

(2) Peraturan ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2014
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.


                                                        Ditetapkan di Lubuk Sikaping


                                                        pada tanggal,     April 2014

BUPATI PASAMAN,








BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping 

Pada tanggal,        April 2014
Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman
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